BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan sistem

administrasi perpajakan e-Fakturdi KPP Pratama Surabaya Gubeng

menyimpulkan :

1. Modernisasi Strategi Organisasi

Peraturan mengenai penerapan e-Faktur yang dibuat oleh

Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar peraturan-peraturan

tersebut dapat mengurangi tingkat kesalahan e-Faktur terkait

sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya

Gubeng.

2. ModernisasiProsedurOrganisasi

a.

Sosialisasi e-Fakturoleh KPP Pratama Surabaya Gubeng
Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya
Gubeng adalah dengan menggunakan dummy e-Faktur tidak
efektif,karena masih terdapat kesalahan penginputan data.
Hal ini dikarenakan sosialisasi tersebut tidak disertai dengan
pendampingan terhadap Wajib Pajak.

Pelaporan e-Faktur oleh Wajib Pajak di KPP Pratama
Surabaya Gubeng.

Adanya kesalahan penginputan pelaporan kode transaksi
nomor seri dan  kesalahan dalam  penginputan

data.Kesalahantersebutberakibat  pada  Wajib  Pajak,
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5.2. Saran

Hasil
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karenatidak dapat melakukan input ulang dan tidak dapat
melakukan pelaporan atas e-Faktur. Apabila Wajib Pajak
melakukan perbaikan penginputan pelaporan e-Faktur
melewati batas waktu yang sudah ditetapkan maka akan
dikenakan denda dan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2%.

Kendala dalam menggunakan e-Faktur di KPP Pratama
Surabaya Gubeng.

Kendala yang ditemui di KPP Pratama Surabaya Gubeng
adalah adanya wajib pajak yang tidak bisa menggunakan
komputer  atau tidak terbiasa memanfaatkan teknologi
informasi dalam kehidupan sehari-harinya dan wajib pajak
pengguna e-Faktur yang telah lanjut usia. Hal tersebut
membuat petugas pajak harus membantu menjelaskan lebih
jelas dan terperinci serta mengulang-ulang penjelasan

mengenai permasalahan oleh wajib pajak.

penelitian ini memberikan masukan bagi KPP Pratama

Surabaya Gubeng bahwa sosialisai yang dilakukan masih belum efektif.

Sehingga KPP Pratama Surabaya Gubeng perlu melakukansosialisasi

ulang terkait penerapan e-Faktur bagi Wajib Pajak PKP untuk

meminimalkan tingkat kesalahan penginputan pelaporan SPT melalui e-

Faktur. Selain itu, jika sosialisasi dummy e-Faktur masih digunakan
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dalam di KPP Pratama Surabaya Gubeng, maka sebaiknya juga diberikan
pendampingan bagi wajib pajak.
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